BAB V
PEMBAHASAN

A. Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin dalam keadaan
hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (perkara nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr)

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri menyatakan mereka sepakat bahwa prosedur pengajuan permohonan
dispensasi kawin dalam keadaan hamil itu sama dengan prosedur pengajuan
permohonan dispensasi kawin pada umumnya hal ini sesuai dengan buku
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi
2010 Buku Il.Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UUP tahun 1974 perkawinan
hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita
telah berumur 16 tahun. Jika mereka ingin melakukan perkawinan maka
mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan
Agama bagi yang beragam islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama
selain islam. Pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orangtua
pemohon (laki-laki/perempuan). Untuk persyatannya yaitu®:
1. Foto copy KTP Pemohon I (bermaterai)
2. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Agama (bermaterai)

3. Foto copy KTP pemohon Il (bermaterai)

%https://pa-kedirikab.go.id/pages/persyaratan-berperkara. Diakses hari senin tanggal 01
juni 2020 jam 10:59 WIB
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4.

5.

6.
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Foto copy Surat penolakan dari KUA (bermaterai)
Foto copy Akta Kelahiran dari mempelai (bermaterai)

Foto copy Kartu Keluarga (bermaterai 6000,)

Selanjutnya:

1.

Membawa persyaratan yang telah dilengkapi dan meminta kwitansi
pembayaran di petugas Mejal

Membayar uang panjar biaya perkara ke bank terdekat (bisa di loket bank
BRI)

Menunjukkan kwitansi bank ke Kasir

Adapun tata cara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke
prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang
bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di
prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat
permohonan.

Meja 1

Pemohon  menghadap meja pertama menyerahkan surat
permohonan yang sudah ditandatangani, minimal 2 (dua) rangkap,
kemudian meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya
perkara dan menuliskanya pada Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah
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mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan

pasal 193 R.Bg/ pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA,

meliputi:

a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.

b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.

c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.

d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah
Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara
prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan
melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang
dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya
perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan
menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian®:

a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas
pada SKUM.

c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon

¥Mukti Orto, Praktek Perkara Pada Pegadilan Agama, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar,
1996), hal. 27-28
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4. Mejall

Pemohon kemudian menghadap pada Meja Il dengan
menyerahkan surat permohonan dan SKUM vyang telah dibayar.
Kemudian Meja 11°;

a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan homor yang
diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas
Meja limembubuhkan paraf.

b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar
bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon
untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat
permohonannya.

1. Alat-alat bukti

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan
haknya atau membantah suatu hak oarang lain, alat-alat bukti itu
bisa berupa:

a. Bukti tertulis
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan
otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik
lalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang

untuk itu ditempat akta itu dibuat. Satu akta yang tidak dapat

%®Mukti Orto, Praktek Perkara Pada Pegadilan Agama, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar,
1996), hal. 28-29
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diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak

berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang

bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya,
mempunyai kekuatan sebagaitulisan di bawah tangan bila
ditandatangani oleh para pihak. Yang dianggap sebagai tulisan

di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah

tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-

tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam
segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam
pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1) Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain,
dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.

2) Jika kesaksian-kesaksian barbagai orang mengenai
berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-
masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa
tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu
sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas
memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-

kesaksian yang berdiri sendiri.
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3) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang
bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat
maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai
pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

4) Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus
memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-
kesaksiansatu sama lain; pada persamaan antara
kesaksian-kesaksian dan apayang diketahui dari sumber
lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan Kiranya
telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya
perkara secara begini atau begitu pada peri kehidupan,
kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada
apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat
tidaknya para saksi itu dipercaya.

c. Persangkaan
Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-
undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang
diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui
umum.
d. Pengakuan
Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa
ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang

diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan



94

di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna
terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri
maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus
untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim
tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan
itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-
peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang
didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan
hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.
Sumpah

Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu:
pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada
pihak yang lain untuk memutus suatu perkara; sumpah itu
disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan
oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak.
Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan
apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh
mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan
mereka tidak boleh diperhatikan.Sumpah itu hanya pada
diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan
sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara

pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim
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kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat
dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya

Adapun prosedur pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin

di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sesuai dengan aturan Mahkamah

Agung dalam Buku Il Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Peradilan Agama,Sebagaimana penjelasan dari wawancara dengan Hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri prosedur pengajuan permohonan

dispensasi kawindalam hukum acara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

sebagai berikut®:

1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (kuasanya) Mengajukan
permohonan  secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah (142 R.Bg).

2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah
Syar’iyah :

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.

b. Khusus masalah Pengesahan Nikah, Permohonan diajukan di
tempat pernikahan yang dilakukan, atau ditempat kediaman
Pemohon.

3. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo
pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1980, bagi yang tidak mampu

dapat berprkara secara cuma-cuma/ prodeo (pasal 237 HIR, 273 R.Bg.

%pedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku 11, Mahkamah
Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010.
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4. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan

panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah (Pasal 121, 124 dan

125 HIR, 145 R.Bg).

5. Tahap persidangan

a.

b.

g.

Pemohon menghadiri sidang setelah mendapatkan panggilan sidang.
Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintah pihak
yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.

Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membuka persidangan,
lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
Pembuktian.

Saksi

Konclusi (kesimpulan)

6. Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah

a.

Permohonan dikabulkan, apabila pemohon tidak puas, dapat
mengajukan kasasi melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar’iyah tersebut.

Permohonan tidak diterima, pemohon dapat mengajukan

permohonan baru.

7. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak dapat meminta

salinan penetapan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg)*®

100

Pedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il, Mahkamah

Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010
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Sebagaimana proses persidangan tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa proses sidangnya sama seperti sidang-sidang perkara permohonan
yang lainnya tidak ada pengecualian untuk permohonan dispensasi kawin
dalam keadaan hamil, mulai dari sidang pertama pembacaan permohonan,
kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang berikutnya pembuktian-

pembuktian baru yang terakhir nanti penetapan.

Dasar hukum penolakan dispensasi kawin dalam keadaan hamil di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (perkara nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr)

Pada dasarnya hukum penolakan dispensasi kawin dalam keadaan
hamil yaitu pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan tahun 1974 berkaitan
dengan tujuan perkawinan dan perlindungan terhadap masing-masing calon
mempelai. Undang-undang tersebut berasaskan pada calon mempelai sudah
siap fisik dan mental untuk melakukan perkawinan tanpa berakhir dengan
perceraian. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai
Undang-undang tentang perkawinan mengatur tentang batas usia perkawinan
“bagi mempelai calon laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi
calon perempuan adalah 16 (enam belas) tahun™®*. Undang-undang ini tidak
menghendaki adanya perkawinan yang terjadi dibawah usia tersebut. Dan
batas umur pada pasal tersebut ditetapkan maksudnya untuk menjaga

kesehatan suami isteri dan keturunannya.

19 yndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan
pengaturan secara legal upaya pelaksanan perkawinan oleh individu. Pada
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
dinyatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa'®. Peraturan perundangan ini untuk memberikan
kesaksian legal terhadap upaya membentuk keluarga (rumah tangga) tersebut
melalui adanya di Catatan Sipil dan pengakuan hukum dari Negara atas
perkawinan yang telah dilaksanakan.

Dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bagian kedua pasal 15
ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya

berumur 16 tahun.!®®

tetapi di ayat berikutnya kan dijelaskan yang intinya
meskipun belum mencapai usia tersebut boleh melangsungkan perkawinan
selama sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan. Majelis hakim juga
berdasar pada itu Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dilihat dari ayat (1) pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia

192 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-I11, (Bandung: PT. Citra
Aditya bakti, 2000), hal. 74

1% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Lampiran V, (Jakarta:Akademika
Pressindo, 1995), hal.



99

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan”.’®Pasal 26 huruf ¢ yang isinya orangtua tidak boleh menikahkan
anak di usia dini ayat 1 (satu) orangtua merasa takut kwatir karena anaknya
runtang-runtung bersama, orangtua takut anaknya terjerumus dan melanggar
norma agama, ayat 2 (dua). Maka ketentuan usia 16 (enam belas) tahun pada
pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 tersebut adalah usia anak-
anak yang harus dilindungi dari segala bentuk kegiatan yang bersifat
kekejaman, penelantaran, deskriminasi, eksploitasi ekonomi maupaun

seksual, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan.

C. Pertimbangan majelis hakim menolak dispensasi kawin dalam keadaan
hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (perkara nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr)

Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim sebelumnya
sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta
keterangan calon mempelai itu sendiri. Calon mempelai yang belum cukup
umur dalam melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang dapat
menguatkan untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Namun jika
keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk
dikabulkan, maka hakim berhak untuk menolak permohonan dispensasi nikah
yang diajukan. Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr

1%%yndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran
Negara Nomor 109 Tahun 2002 Pasal 13
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menyebutkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilangsungkan karena calon pengantin perempuan telah hamil kurang lebih 5
bulan, anak pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,
karena tidak ada hubungan nasab dan juga bukan saudara sepersusuan, dan
anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk
menjadi seorang suami yang bertanggung jawab namun belum mempunyai
pekerjaan.

Pertimbangan majelis hakim menolak dispensasi kawin calon suami
tersebut adalah ia belum cukup umur dan belum mampu dalam hal finansial
(ba’ah), yaitu belum mampu untuk membayar mahar dan usia calon suami
tersebut belum bisa melangsungkan perkawinan meskipun si calon isteri
sudah dalam keadaan hamil. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa)'® karenanya dalam perkawinan persyaratan kemampuan calon
suami secara finansial (al-baah) sangat diperlukan. Seorang suami itu
berkewajiban bertanggungjawab pada istri dan anaknya, memikul beban
rumah tangga yang tidak ringan, jikacalon suami berumur 16 tahun 6
bulandan tidak mempunyai pekerjaan atau tidak berpenghasilan sama sekali,
dan tidak mungkin dia akan bisa memenuhi tanggungjawabnya sebagai

seorang suami.

1%5yndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
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Untuk melangsungkan perkawinan, setiap pasangan harus mencapai
umur minimal, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan hanya
diizinkaan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita
telah mencapai umur 16 tahun™'®. Tidak hanya undang-undang perkawinan
nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), pasal 15 kompilasi hukum islam juga
menegaskan bahwa batas usia menikah yang bisa dicacatkan oleh Negara,
yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun”. Mendapatkan penolakan dari kua setempat,
orang tua dari pihak laki-laki yang belum cukup umur untuk melangsungkan
perkawinan, kemudian mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hal ini sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: “ketentuan-
ketentuan mengenai keadaan salah seorangatau kedua orangtua tersebut
dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi
yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”.

Berdasarkan uraian diatas penulis tidak sependapat dengan alur

pikiran majelis hakim, menurut penulis lebih bermanfaat seandainya perkara

1%8yndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
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itu dikabulkan sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu hakim yang
bernama Drs. Munasik M.H. di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Dengan pertimbangan bahwasanya dalam perkara ini si calon isteri sudah
hamil kurang lebih 5 bulan. Pertimbangan hakim yang kedua adalah
berdasarkan asas maslahah mursalah. Asas kemanfaatan dalam hukum islam
adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala
pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat
atau masalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfataan
ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan
putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi
para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas.

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan
maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran
hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan
kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang
terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka
pihak orang tua akan merasa malu melihat anak gadisnya telah hamil sebelum
menikah atau orang tua dari laki-laki yang telah menghamili perempuan yang
bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan
Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan
gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anak

anaknya.
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Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di
luarnikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan
mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak
dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan
yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya
atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut
Undang-Undang. Selain itu masyarakat akan menghina dan mengucilkan
perempuan yang hamil tanpa suami. Pertimbangan tersebut juga berdasarkan
pada kaidah-kaidah.

Kaidah Figh yang mengandung konsep menjaga kemaslahatan dan
menolak kemudharatan adalah sejalan dengan kasus yang terjadi di atas,
kaidah figh yang digunakan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam
penetapan pengajuan permohonan dispensasi yang mengandung konsep

mashlahah mursalah nikah adalah:

Artinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada
menarik segala yang bermanfaat.

Peneliti perlu mengkritisi dampak madharat dan maslahat yang timbul
dari perkara ini, adapun madharat dari penolakan dispensasi ini sebagai
berikut:

1. Anak pemohon, didalam lingkungannya dia dianggap sebagai lelaki yang
tidak bertanggungjawab dan tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk

anaknya
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2. Calon istri anak pemohon, didalam lingkungannya dia akan mendapat
gunjingan , psikologisnya akan terganggu dan dia akan membesarkan
anaknya sendiri tanpa bantuan dari anak pemohon.

3. Keluarga, dilingkungannya akan dipandang rendah oleh masyarakat
sekitar, karena tidak bisa mendidik anaknya dengan benar.

4. Sedangkan dampak yang sangat besar ada pada anak yang sedang di
kandung, dia akan mendapatkan cemoohan dari lingkungannya,
ditakutkan akan mengganggu pertumbuhan dan psikis anak tersebut.

Sebaliknya jika andai kata permohonan dispensasi itu dikabulkan
akan banyak maslahatnya, antar lain:

1. Anak pemohon, sebagai suami masih diberi kesempatan untuk merawat
anaknya kelak dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Calon istri anak pemohon, psikisnya tidak terganggu karena ada suami
yang bisa meringankan bebannya saat hamil, karena terkontrolnya
cemoohan dari masyarakat sekitar.

3. Keluarga, kedua keluarga besar dari keduanya masih bisa melindungi diri
dari masyarakat.

4. Anak yang dikandung, anak yang dilahirkan akan mendapat kepastian
dan perlindungan hukum seperti anak lainnya.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim aspek kemanfaatan
terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat, apabila hakim
mengabulkan dipensasi perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim

berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan pemberian dispensasi
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perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan
walaupun masih dibawah umur dikarenakan dapat memberikan manfaat
yang besar bagi masyarakat (keluarga pemohon) dalam kasus dispensasi
perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan
hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut. Menurut peneliti, dengan berbagai
faktor pertimbangan hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi
tersebut, karena kondisi bila permohonan dispensasi kawin dalam keadaan
hamil ini dikabulkan maka akan banyak maslahatnya/manfaatnya, dan juga

majlis hakim dapat mengurangi mafsadah yang timbul dari penetapan ini.



